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ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 
45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal.  

Dasar Hukum  - Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif 

dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;  

 
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  pemberian instentif dan 

pemberian kemudahan penanaman modal dengan menetapkan batasan 

istilah yang digunakan dalam pengaturannya.Jenis usaha dan kreteria 

pemberian insentif dan pemberian kemudahan.  Bentuk pemberian 

insentif dan pemberian kemudahan . Tata cara pemberian insentif dan 

pemberian kemudahan. Dasar penilaian pemberian insentif dan 

kemudahan. Pelaporan dan evaluasi. 

 
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus  

2017. 

- Pemberian Insentif Penanaman Modal yang telah ditetapkan melalui 

perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum Peraturan Daerah ini 

berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian 

insentif tersebut berakhir. 

- Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan yang sedang 

dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah 

ini belum diberikan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan: 5 hlm 

 


